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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi belanja
pemerintah, moderasi akuntabilitas keuangan, pendapatan daerah, kekayaan
daerah, kualitas sumber daya manusia, dan pandemi Covid-19 terhadap
perekonomian daerah. Penelitian ini menggunakan analisis data panel
dengan populasi seluruh kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2013
sampai dengan 2021. Penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah
berperan sebagai mediasi terhadap hubungan antara pendapatan daerah,
kekayaan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan pandemi Covid-19
dengan perekonomian daerah dan akuntabilitas keuangan berperan sebagai
moderasi dari hubungan antara belanja pemerintah dengan perekonomian
daerah. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa pendapatan asli
daerah, kekayaan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan pandemi
Covid-19 berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Implikasi dari
penelitian ini adalah pentingnya peningkatan pengelolaan pendapatan asli
daerah dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah untuk menunjang
perekonomian daerah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, perekonomian daerah, belanja pemerintah,
Covid-19

ABSTRACT

This research aims to evaluate the effects of mediation of government
spending, moderation of financial accountability, local original income,
regional wealth, quality of human resources, and the COVID-19 pandemic
in the regional economy. This research uses panel data analysis for the
population of all municipalities in Indonesia from 2013 to 2021. This
research provides evidence that government spending is mediating the
effects of local original income, regional wealth, quality of human
resources, and the COVID-19 pandemic on the regional economy, and
financial accountability plays a moderating role in the relationship between
government spending and the regional economy. This research also proves
that local own-source revenue, regional wealth, quality of human
resources, and the COVID-19 pandemic influence the regional economy.
The implication of this research is the importance of management of the
local own-source revenue and financial accountability of local government
to support the regional economy.

Keywords: Accountability, regional economy, government expenditure,
Covid-19
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1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu perekonomian terbesar di dunia. Dalam klasifikasi
World Bank, saat ini Indonesia tergolong Upper Middle Income country. Segenap usaha
diperlukan untuk menjadi negara maju. Dengan wilayah berbentuk kepulauan dari Sabang
hingga Merauke berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa, berbagai daerah Indonesia memiliki
beragam karakteristik dan kondisi. Wilayah Indonesia terdiri dari 98 Kota dan 416
Kabupaten. Usaha untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia dapat dilakukan
dengan meningkatkan perekonomian di setiap kabupaten/kota di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat terjadi di seluruh wilayah
Indonesia. Berita Resmi Statistik dari BPS pada berbagai periode menunjukkan bahwa
sebaran Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tidak
merata. Perekonomian pada daerah tertentu lebih tinggi daripada daerah lain.
Kabupaten/kota di Jawa memiliki PDRB yang lebih tinggi daripada wilayah lain, terutama
di bagian timur Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah yang relatif
tertinggal akan mengurangi ketimpangan. Ketimpangan pendapatan akan menyebabkan
instabilitas. Daerah yang tertinggal perlu didorong untuk dapat tumbuh lebih cepat.
Gambar 1 membandingkan kondisi perekonomian pada tahun 2013 dan 2021.
Kabupaten/kota dikelompokkan dalam posisi atau wilayahnya. Terlihat bahwa
kabupaten/kota di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara lebih rendah daripada
daerah lain di Indonesia. Sementara itu, wilayah Jawa dan Bali memiliki perekonomian
yang terbesar.
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Gambar 1. Perekonomian Daerah 2013 dan 2021

Peningkatan perekonomian dapat dilakukan dengan berbagai kebijakan pro growth.
Kebijakan ini dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi
perekonomian. Salah satu teori tentang pertumbuhan ekonomi ini adalah growth theory
dari Solow. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh besarnya
modal dan tenaga kerja (Mankiw, 2016). Dengan demikian, yang menjadi perhatian utama
adalah besarnya sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan dari
suatu perekonomian. Di lingkungan pemerintah daerah, sumber daya fisik dapat berupa
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aset pemerintah daerah. Sumber daya manusia terdiri dari aparat pemerintah daerah,
maupun masyarakat di daerah tersebut pada umumnya. Sumber daya keuangan berasal dari
pendapatan daerah yang dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya (Dharma, 2022) yang
menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan pemerintah daerah berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi. Akuntabilitas dibedakan menjadi dua, opini Wajar Tanpa
Pengecualian atau opini modifikasian. Daerah yang memiliki opini Wajar Tanpa
Pengecualian mempunyai kinerja lebih. Akan tetapi, Saragih & Hasibuan (2020) dan
Verawaty et al. (2021) menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap
kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas menurut Saragih & Hasibuan (2020) dibagi
menjadi lima jenis opini audit. Penelitian ini menguji pengaruh akuntabilitas terhadap
perekonomian dengan mengklasifikasikan akuntabilitas keuangan menjadi empat jenis
opini audit, yaitu Tidak Memberikan Pendapat, Tidak Wajar, Wajar Dengan Pengecualian,
dan Wajar Tanpa Pengecualian.

Peran pemerintah berdasarkan hasil penelitian terdahulu memberikan hasil yang
bervariasi. Ada yang menyatakan bahwa pemerintah berperan positif (Junejo et al., 2021;
Dibia & Onwuchekwa, 2019), ada yang menemukan efek negatif dari pendapatan atau
belanja pemerintah (Nguyen & Darsono, 2022). Ada pula yang menyatakan bahwa peran
pemerintah tidak dapat ditentukan sebelumnya, tergantung pada berbagai kondisi (Nyasha
& Odhiambo, 2019) dan sifat belanja (Sasongko & Wibowo, 2022). Penelitian ini mengisi
celah konsep dengan menggunakan belanja daerah sebagai variabel mediasi dan
akuntabilitas keuangan sebagai varabel moderasi. Tujuan penelitian ini adalah
menganalisis peran belanja daerah, akuntabilitas keuangan, pendapatan daerah, kekayaan
daerah, kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan
memperhitungkan dampak pandemi Covid-19.

Penelitian yang menghubungkan akuntabilitas keuangan dan kinerja perekonomian
daerah masih belum banyak dijumpai (Dharma, 2022). Kontribusi penelitian ini adalah
menghubungkan antara belanja daerah dan akuntabilitas keuangan dengan kinerja
perekonomian daerah untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Novelty dari penelitian
ini adalah penggunaan variabel belanja daerah untuk mediasi dan akuntabilitas keuangan
untuk moderasi hubungan antara belanja daerah dengan perekonomian daerah. Penelitian
ini memiliki implikasi bahwa pemerintah pusat dan daerah memainkan peran yang penting
dalam peningkatan perekonomian daerah melalui kebijakan pendapatan atau belanja,
peningkatan akuntabilitas keuangan, pembangunan sumber daya manusia, manajemen aset
daerah, dan pencegahan krisis.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini menggunakan grand theory desentralisasi pembangunan dari Faguet &
Poschl (2015). Desentralisasi mempengaruhi pembangunan dengan meningkatkan tata
pemerintahan (governance), kompetisi yang menguntungkan antar daerah, menghindari
keberpihakan hanya pada sekelompok orang, dan memperkuat daerah. Wilayah Indonesia
terbagi menjadi 514 kabupaten/kota. Kegiatan perekonomian yang terjadi di
kabupaten/kota akan terakumulasi menjadi perekonomian nasional. Peningkatan
perekonomian Indonesia bergantung pada perkembangan ekonomi di daerah. Sejak
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desentralisasi dan otonomi daerah sejak tahun 2000, pemerintah daerah mendapatkan
kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri.

Peningkatan perekonomian nasional tidak lepas dari perkembangan perekonomian
daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengemban amanat yang
besar untuk mengelola daerah masing-masing, terutama sejak masa otonomi daerah yang
diperluas sejak awal tahun 2000an. Setiap program atau kegiatan membutuhkan biaya yang
menjadi kewajiban pemerintah daerah. Kewajiban ini menjadi belanja daerah (Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah). Belanja daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan
jasa, belanja modal, dan belanja lain. Dengan demikian belanja daerah merupakan cermin
dari pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah,
maka semakin besar pula aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Semakin
besar aktivitas pemerintah daerah, maka semakin besar dorongan terhadap perekonomian
daerah. Peningkatan belanja pemerintah akan mendorong perekonomian untuk lebih maju
(Ahuja & Pandit, 2020; Putri et al.,, 2018; Runtunuwu & Karim, 2023; Sabilla &
Sumarsono, 2022; Yuliadi, 2020).

Hi: Belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah.

Kekayaan daerah merupakan modal bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan
kegiatan. Kekayaan ini berupa seluruh aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang
merupakan sumber daya yang digunakan untuk mendorong perekonomian. Riset terdahulu
menyatakan aset pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi (Song et al., 2020; Du et
al., 2022; Ambarwati & Payamta, 2015; Zuhroh, 2018). Manajemen aset yang optimal
merupakan kunci sukses dari suatu pemerintah (Detter & Folster, 2016).

Ha: Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah.

Salah satu faktor utama dalam pembangunan adalah sumber daya manusia. Dengan
kualitas sumber manusia yang tinggi, program dan kegiatan akan dapat terlaksana dengan
baik untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kemampuan sumber daya
manusia yang tinggi, akan tercipta produksi barang dan jasa yang lebih besar (Suprapto et
al., 2022). Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin pada Indeks Pembangunan
Manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan mendorong perekonomian
(Zhang & Danish, 2019; Winarto et al., 2022; Murtala & Sapitri, 2023; Srivastava &
Talwar, 2020; Budihardjo et al., 2020; Lumbantoruan & Hidayat, 2015).

Hj: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah.

Pandemi Covid-19 terjadi di awal tahun 2020 berdampak pada perekonomian.
Mobilitas orang menjadi terbatas dan perdagangan melambat. Perekonomian dunia
terganggu karena adanya krisis, yang juga menyebabkan perlambatan perekonomian
daerah. Perlambatan ini terjadi pada jangka pendek dan jangka panjang (Ridha &
Parwanto, 2020). Covid-19 memperlambat perekonomian dan perdagangan internasional
serta menyebabkan pengangguran (Khan et al., 2021; Soava et al., 2021). Sektor pariwisata
mengalami penurunan yang sangat drastis (Huda et al., 2022; Mursalina et al., 2022).
Covid-19 juga memperlambat program pemberantasan kemiskinan (Vitenu-Sackey &
Barfi, 2021) dan kinerja keuangan pemerintah daerah (Insani et al., 2023).

Ha: Pandemi Covid-19 berpengaruh negatif terhadap perekonomian daerah.
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Korkmaz et al. (2022) menyatakan pajak efektif untuk pertumbuhan ekonomi
berdasarkan internal growth model. Akan tetapi, dampak pajak terhadap perekonomian
masih belum menjadi konsensus dalam literatur. Studi terdahulu menyatakan pajak
berdampak positif (Junejo et al., 2021; Dibia & Onwuchekwa, 2019; Wardani & Huda,
2023), ada pula yang menyatakan pajak berdampak negatif (Nguyen & Darsono, 2022).
Pendapatan daerah diperlukan untuk mendukung belanja daerah. Semakin tinggi aktivitas
pemerintah daerah, maka semakin tinggi belanja daerah yang dikeluarkan. Semakin tinggi
belanja daerah, maka semakin tinggi pula pendapatan daerah yang harus disiapkan.
Sebaliknya, semakin besar pendapatan daerah yang dikumpulkan, maka belanja daerah
dapat dialokasikan semakin besar. Semakin besar belanja yang dikeluarkan, maka semakin
tinggi dorongan terhadap perekonomian. Pendapatan daerah mempengaruhi perkonomian
melalui peningkatan belanja daerah (Arvin et al., 2021; Gurdal et al., 2021).

Hs: Pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah.

He: Belanja pemerintah berperan memediasi hubungan antara kekayaan daerah, kualitas
sumber daya manusia, pandemi Covid-19, dan pendapatan daerah dengan
perekonomian daerah.

Akuntabilitas keuangan merujuk pada keterbukaan, kewajaran, dan akurasi dalam
melaporkan informasi keuangan suatu entitas atau organisasi. Akuntabilitas keuangan
daerah dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Jika pemerintah
daerah memiliki sistem akuntansi yang efisien dan akurat, mereka akan dapat melacak
dengan baik penerimaan pajak dari berbagai sumber, ini dapat membantu memastikan
bahwa semua potensi penerimaan pajak telah diperhitungkan dan dikumpulkan secara
tepat, meningkatkan pendapatan pajak daerah secara keseluruhan. Opini audit dapat
mengurangi tingkat korupsi (Panji & Utomo, 2023). Dengan akuntabilitas yang tinggi,
korupsi akan dapat ditekan sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat (Erum &
Hussain, 2019; Peprah et al., 2023). Dengan akuntabilitas keuangan yang baik, belanja
pemerintah akan menjadi efektif dan efisien untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Institusi pemerintah akan bertambah kuat. Dengan institusi yang kuat, pertumbuhan
ekonomi juga akan meningkat (Arif & Chishti, 2022; Epo & Nochi Faha, 2020).

H7:  Akuntabilitas keuangan mempengaruhi hubungan antara belanja daerah dengan
perekonomian daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil populasi seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Wilayah yang
berbentuk kota berjumlah 98 daerah dan yang berbentuk kabupaten berjumlah 416 daerah.
Penelitian ini menyertakan 508 kabupaten/kota dengan tidak menyertakan 6
kabupaten/kota di DKI Jakarta karena otonomi di DKI Jakarta yang berada di level
Provinsi. Periode analisis meliputi tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.

Variabel perekonomian daerah yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan per kapita dari Kabupaten/Kota. Angka per kapita digunakan
untuk memasukkan jumlah penduduk dalam perhitungan. Data PDRB ADHK per kapita
diperoleh dari Statistik Indonesia (BPS). Variabel belanja daerah diukur dengan total
belanja daerah. Data total belanja daerah diperoleh dari realisasi anggaran dari
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Kementerian Keuangan. Belanja daerah ini dibagi dengan deflator dan dibagi jumlah
penduduk sehingga menjadi belanja daerah riil per kapita.

Variabel pendapatan daerah diukur dengan Pendapatan Asli Daerah. Data Pendapatan
Asli Daerah diperoleh dari realisasi anggaran dari Kementerian Keuangan. Pendapatan
daerah ini dibagi dengan deflator dan dibagi jumlah penduduk sehingga menjadi
pendapatan daerah riil per kapita. Variabel kekayaan daerah diukur dengan jumlah aset
daerah. Aset daerah adalah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah di awal tahun. Data
aset daerah diperoleh dari neraca daerah dari Kementerian Keuangan. Kekayaan daerah ini
dibagi dengan deflator dan dibagi jumlah penduduk sehingga menjadi kekayaan daerah riil
per kapita. Nilai dari variabel perekonomian daerah, belanja daerah, pendapatan daerah,
dan kekayaan daerah sangat bervariatif. Untuk menghindari dampak dari ukuran yang
berbeda ini, variabel perekonomian daerah, belanja daerah, pendapatan daerah, dan
kekayaan daerah dinyatakan dalam bentuk logaritma natural.

Variabel sumber daya manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia yang
diperoleh dari Statistik Indoesia (BPS). Nilai IPM disajikan dalam bentuk persentase.
Variabel akuntabilitas keuangan diukur dengan opini audit atas LKPD dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Nilai yang diberikan adalah 1 untuk opini Tidak Memberikan
Pendapat, 2 untuk opini Tidak Wajar, 3 untuk opini Wajar Dengan Pengecualian, dan 4
untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian. Variabel Covid-19 menandai periode terjadinya
pandemi Covid-19 di Indonesia. Variabel ini dibuat dengan dummy variable dengan nilai 0
untuk tahun 2013 sampai dengan 2019 dan 1 untuk tahun 2020 sampai dengan 2021.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel Indikator Pengukuran Referensi/Rujukan
Dependen:
Perekonomian daerah Produk Domestik log perkapita Saragih & Hasibuan
Regional Bruto (2020)
Independen:
- Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah  log perkapita Korkmaz et al.
(2022); Junejo et al.
(2021)
- Kekayaan Daerah Aset Daerah log perkapita Song et al. (2020)
- Sumber Daya Manusia  Indeks Pembangunan indeks Suprapto et al. (2022);
Manusia Zhang & Danish
(2019)
- Pandemi Covid-19 Dummy Variabel 2020-2021 =1, Mursalina et al.
2013-2019=0 (2022)
Mediasi:
Belanja Daerah Total Belanja Daerah log perkapita Ahuja & Pandit
(2020)
Moderasi:
Akuntabilitas Keuangan  Opini atas LKPD TMP=1; TW=2; Saragih & Hasibuan
WDP=3; WTP=4 (2020); Dharma
(2022)
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Kerangka konseptual penelitian disajikan dalam Gambar 2. Belanja daerah merupakan
mediasi dari hubungan antara pendapatan daerah, kekayaan daerah, sumber daya manusia,
dan pandemi Covid terhadap perekonomian daerah. Akuntabilitas keuangan merupakan
moderasi dari variabel belanja daerah dan perekonomian daerah.

Belanja Daerah Akuntabilitas Keuangan

Pendapatan Daerah
Kekayaan Daerah
Sumber Daya Manusia
Pandemi Covid-19

Perekonomian Daerah

Y

Gambar 2. Kerangka Konseptual

Model penelitian yang diuji adalah sebagai berikut:
Vit = i1 + cipad; + cyastyy + c3ipmyy + cacovy + el @)

blj;; = i2 + aypad;; + ayast; + azipm; + agcovy + €2, 2)

yir = i3 + ¢'1pad;; + c'yast;; + ¢'zipmy + ¢’ 4covye + byblj;; + byacci; +

bs(acc; - blj;r) + €3y 3)
Keterangan:
Vit = Perekonomian daerah
bljic = Belanja daerah
padi = Pendapatan daerah
asty = Kekayaan daerah
ipmit = Sumber daya manusia
covi = Pandemi Covid-19
acciy = Akuntabilitas keuangan
Cit = €Iror

Persamaan 1 menunjukkan efek total dari pendapatan daerah, kekayaan daerah,
sumber daya manusia, dan pandemi Covid terhadap perekonomian daerah. Persamaan 1 ini
tidak menyertakan belanja daerah dan akuntabilitas keuangan. Koefisien ci, c2, c3, dan c4
merupakan efek total dari keempat variabel tersebut. Persamaan 2 menunjukkan hubungan
antara pendapatan daerah, kekayaan daerah, sumber daya manusia, dan pandemi Covid
terhadap belanja daerah. Persamaan ini menguji apakah belanja daerah berperan sebagai
mediasi dalam hubungan antara pendapatan daerah, kekayaan daerah, sumber daya
manusia, dan pandemi Covid terhadap perekonomian daerah. Koefisien ai, a2, a3, dan a4
mengukur besarnya hubungan antara keempat variabel tersebut terhadap belanja daerah.

Persamaan 3 menguji secara keseluruhan hubungan antara pendapatan daerah,
kekayaan daerah, sumber daya manusia, dan pandemi Covid dengan memasukkan mediasi
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belanja daerah. Persamaan ini juga menyertakan akuntabilitas keuangan yang memoderasi
hubungan antara belanja daerah dengan perekonomian daerah. Koefisien c¢’1, ¢’2, ¢’3, dan
c’4 merupakan efek langsung dari pendapatan daerah, kekayaan daerah, sumber daya
manusia, dan pandemi Covid terhadap perekonomian daerah. Efek tidak langsung dari
keempat variabel tersebut dihitung dengan mengalikan koefisien yang diperoleh dari hasil
estimasi persamaan 2 dengan koefisien belanja pada persamaan 3 (bi). Perhitungannya
adalah a; x b, a2 x by, a3 x by, dan a4 x bi. Efek langsung dari belanja daerah ditunjukkan
oleh koefisien bi. Koefisien bs; menunjukkan efek moderasi dari akuntabilitas keuangan
terhadap efek langsung belanja daerah terhadap perekonomian daerah.

4. Hasil dan Pembahasan

Statistik deskriptif disajikan pada Tabel 2. Data berasal dari 514 kabupaten/kota.
Periode penelitian adalah tahun 2013 sampai dengan 2021. Dari 514 kabupaten/kota, hanya
508 yang memiliki data keuangan daerah dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Lima kota dan satu kabupaten berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang
otonominya berada di level Provinsi sehingga tidak tersedia data tersebut pada level
kabupaten/kota.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel Mean Std. Dev Min Max Observasi
perekonomian daerah overall 10,18 0,69 8,19 13,12 N= 4623
between 0,68 8,30 12,94 n= 514
within 0,13 8,97 11,30  T-bar= 8,99
belanja daerah overall 8,02 0,67 6,25 10,98 N=  4.552
between 0,65 6,73 10,59 n= 508
within 0,16 6,84 9,14  T-bar= 8,96
pendapatan daerah overall 5,49 0,68 2,41 8,35 = 4552
between 0,61 3,43 8,11 n= 508
within 0,32 3,14 8,29  T-bar= 8,96
kekayaan daerah overall 8,68 0,82 4,35 13,29 = 4506
between 0,77 7,02 11,54 n= 508
within 0,27 4,97 10,43  T-bar= 8,87
sumber daya manusia  overall 68,15 6,85 24,42 87,18 N=  4.623
between 6,70 28.25 85,48 n= 514
within 1,41 64,22 72,74  T-bar= 8,99
akuntabilitas overall 3,61 0,70 1 4 N= 4552
between 0,48 1 4 n= 508
within 0,50 1,05 5,83  T-bar= 8,96

Regresi panel dilakukan untuk semua persamaan (Persamaan 1, 2, dan 3). Ketiga
persamaan tersebut masing-masing diregresikan sebanyak 3 kali, masing-masing dengan
metode Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model (untuk
menghemat tempat, hasil tidak disertakan). Ringkasan hasil pemilihan model disajikan
pada Tabel 3.
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Tabel 3. Ringkasan Hasil Pemilihan Model

Model Pengujian Indikator Model Terpilih
Model 1 Chow test F test = 207,84 dengan p-value <0,0000 FEM
Hausman test * sebesar 71,97 dengan p-value < 0,0000 FEM
Model 2 Chow test F test = 40,12 dengan p-value <0,0000 FEM
Hausman test * sebesar 1.369,43 dengan p-value < 0,0000 FEM
Model 3 Chow test F test = 278,88 dengan p-value <0,0000 FEM
Hausman test * sebesar 108,93 dengan p-value < 0,0000 FEM

Pada persamaan 1, Chow test menghasilkan nilai F sebesar 207,84 dengan p-value di
bawah 0,0000. Hausman test menghasilkan nilai x> sebesar 71.97 dengan p-value di bawah
0,0000. Dengan demikian model terpilih pada Persamaan 1 adalah Fixed Effect Model.
Pemilihan model pada Persamaan 2 menunjukkan hasil Chow test nilai F sebesar 40,12
dengan p-value di bawah 0,0000. Hausman test menghasilkan nilai %> sebesar 1.369,43
dengan p-value di bawah 0,0000. Dengan demikian model terpilih pada Persamaan 2
adalah Fixed Effect Model. Chow test pada hasil regresi Persamaan 3 menunjukkan nilai F
sebesar 278,88 dengan p-value di bawah 0,0000. Hausman test menunjukkan nilai y?
sebesar 108,93 dengan p-value di bawah 0,0000. Dengan demikian Fixed Effect Model
adalah model terbaik untuk persamaan 3.

Uji asumsi klasik untuk regresi meliputi uji autokorelasi, uji normalitas, uji
multikolinearitas, dan uji heteroskesdasitas. Uji autokorelasi tidak diperlukan mengingat
data bersifat panel dan uji normalitas juga tidak diperlukan mengingat data berjumlah besar
sehingga memenuhi Central Limit Theorem (Gujarati & Porter, 2009). Uji
multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel bebas tidak ada yang memiliki korelasi
lebih dari 0,90 dan nilai VIF seluruh variabel (tanpa melibatkan interaksi) tidak lebih
daripada 10. Uji heteroskedastisitas menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas,
tetapi analisis dengan menggunakan Generalized Estimating Equations (GEE)
menunjukkan hasil yang tetap konsisten. GEE dapat digunakan untuk data dengan asumsi
yang lebih sedikit sehingga dapat menganalisis data yang tidak normal, memiliki
autokorelasi, dan heteroskedastik (Pekar & Brabec, 2018; Huang, 2022; Ballinger, 2004).

Tabel 3 menampilkan hasil estimasi dari ketiga model yang terpilih. Terdapat 3 hasil
estimasi: regresi mediasi moderasi terhadap perekonomian daerah (kolom 2), regresi
terhadap belanja daerah (kolom 3), dan regresi efek total terhadap perekonomian daerah
(kolom 4). Hasil regresi perekonomian daerah pada kolom 2 menunjukkan F hitung
sebesar 844,65. F hitung pada kolom 3 pada regresi belanja daerah bernilai 595,67. Pada
kolom 4, nilai F hitung sebesar 861,74. Dengan demikian ketiga model tersebut memenuhi
syarat untuk analisis selanjutnya.

Berdasarkan hasil pada Tabel 3 menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki
hubungan positif dengan perekonomian daerah dengan tingkat signifikansi di bawah 1%.
Kenaikan belanja daerah sebesar 1% akan meningkatkan perekonomian daerah sebesar
0,3373%. Peningkatan belanja daerah berarti peningkatan program atau kegiatan
pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Program/kegiatan
pembangunan mendorong perekonomian daerah. Dengan demikian H1 terbukti. Hal ini
sejalan dengan temuan Ahuja and Pandit (2020).
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Tabel 3. Hasil Estimasi

Perekonomian ] Perekonomian
Belanja Daerah

Daerah Daerah
belanja daerah 0,3373 ***
(0,0156)
pendapatan daerah 0,0528  *** 0,2563  *** 0,1480 ***
(0,0055) (0,0072) (0,0055)
kekayaan daerah 0,0339 *** 0,0935 *** 0,0705 ***
(0,0050) (0,0074) (0,0056)
sumber daya manusia 0,0373 *** 0,0115 *** 0,0408 ***
(0,0014) (0,0020) (0,0015)
pandemi covid-19 0,0264 *** -0,1184 *** -0,0190 ***
(0,0042) (0,0060) (0,0046)
akuntabilitas -0,1121  ***
(0,0295)
akuntabilitas * belanja daerah 0,0131 ***
(0,0036)
Intercept 43528 k** 5,0455 x** 5,9595 ¥**
(0,1439) (0,1348) (0,1030)
Jumlah observasi 4506 4506 4506
R-squared 0,60 0,37 0,46
Adjusted R-squared 0,55 0,29 0,39
F statistic 844,65 595,67 861,74
Log likelihood 4.925,76 3.070,53 4.279,95
Akaike Information Criterion -9.835,52 -6.131,07 -8.549,90
Bayesian Information Criterion -9.784,22 -6.099,00 -8.517,83

*E* p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05

Selanjutnya, kolom kedua pada Tabel 4 menunjukkan efek dari pendapatan daerah,
kekayaan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan pandemi Covid-19 terhadap belanja
daerah. Seluruh koefisien tersebut signifikan pada level <0,001. Hal ini dapat dilihat pada
Tabel 3 kolom 3, pada regresi belanja daerah. Bersamaan dengan belanja daerah yang
berpengaruh positif, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah, kekayaan daerah,
kualitas sumber daya manusia, dan pandemi Covid-19 mempunyai efek tidak langsung
terhadap perekonomian daerah. Dengan demikian H6 terbukti. Belanja pemerintah
memediasi hubungan antara pendapatan daerah, kekayaan daerah, kualitas sumber daya
manusia, dan pandemi Covid-19 terhadap perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan
Arvin et al. (2021).

Pendapatan daerah, kekayaan daerah, sumber daya manusia, dan pandemi Covid-19
mempunyai efek langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian daerah. Efek
langsung dapat dilihat pada kolom 2 (regresi pada perekonomian daerah). Efek tidak
langsung dapat dihitung melalui perkalian antara koefisien variabel bersangkutan pada
kolom 3 (regresi pada belanja daerah) dengan koefisien belanja daerah. Efek total adalah
penjumlahan dari efek langsung dan efek tidak langsung. Tabel 4 menunjukkan
perhitungan efek langsung, tidak langsung, dan total. Efek total ini dapat pula dilihat pada
Tabel 3 kolom 4 (regresi pada perekonomian daerah). Terdapat sedikit perbedaan nilai efek
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total antara Tabel 3 kolom 4 dengan Tabel 4 kolom 6. Hal ini disebabkan adanya pengaruh
moderasi dari akuntabilitas keuangan.

Pendapatan daerah berperan penting terhadap perekonomian daerah pada tingkat
signifikansi di bawah 1%. Efek langsung dari pendapatan daerah terhadap perekonomian
daerah adalah sebesar 0,0528 dan efek tidak langsung sebesar 0,0864. Total efek dari
pendapatan daerah adalah 0,1392. Peningkatan pendapatan daerah akan meningkatkan
perekonomian daerah secara langsung atau melalui peningkatan belanja daerah. Dengan
demikian H5 dapat diterima. Hal ini sejalan dengan temuan Korkmaz et al. (2022).

Tabel 4. Efek Langsung, Efek Tidak Langsung, dan Efek Total

Efek
L:;rnlg:li(ng Langsung Total
Variabel a b axb c' axb+c'
Pendapatan daerah 0,2563 0,3373 0,0864 0,0528 0,1392
Kekayaan daerah 0,0935 0,3373 0,0315 0,0339 0,0654
Sumber daya manusia 0,0115 0,3373 0,0039 0,0373 0,0412
Pandemi Covid-19 -0,1184 0,3373 -0,0399 0,0264 -0,0135

Sumber: Data Olahan

Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah pada tingkat
signifikansi di bawah 1%. Efek langsung dari kekayaan daerah sebesar 0,339, sedangkan
efek tidak langsung sebesar 0,0315. Efek total dari kekayaan daerah adalah 0,0654.
Kekayaan daerah berperan sebagai modal dalam pembangunan daerah. Semakin besar
kekayaan daerah, berarti semakin besar sumber daya fisik yang tersedia bagi daerah untuk
melaksanakan pembangunan. Dengan demikian H2 dapat diterima. Hal serupa dinyatakan
oleh Song et al. (2020).

Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah pada tingkat
signifikansi di bawah 1%. Efek sumber daya manusia secara langsung sebesar 0,0373 dan
secara tidak langsung sebesar 0,0039. Efek total dari sumber daya manusia adalah 0,0412.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mendorong peningkatan pertumbuhan
ekonomi daerah. Sumber daya manusia adalah faktor penting dan merupakan engine of
growth. Dengan demikian H3 dapat diterima. Hal ini sejalan dengan temuan Sulaiman et
al. (2021) dan Nawawi et al. (2022).

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 memperlambat perekonomian.
Sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat drastis mengingat kebijakan
pembatasan perjalanan di berbagai negara. Pada regresi terhadap perekonomian daerah
pada Persamaan 3, pandemi Covid-19 mempunyai koefisien 0,0264 dengan tingkat
signifikansi di bawah 1%. Artinya pandemi Covid-19 berdampak positif terhadap
perekonomian. Ini tentu saja berbeda dengan yang diharapkan dan juga fakta yang terjadi.
Akan tetapi, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efek langsung yang positif tersebut
diimbangi dengan efek tidak langsung sebesar -0,0399 menjadi efek total sebesar -0,0135.
Tanda yang berlawanan ini menunjukkan adanya competitive mediation. Competitive
mediation mengkonfirmasikan dampak mediasi dari belanja daerah terhadap pandemi
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Covid-19, tetapi juga mengindikasikan adanya efek mediasi lain yang perlu didefinisikan
pada jalur antara pandemi Covid-19 dan perekonomian daerah (Zhao et al., 2010). Hal ini
berarti pandemi Covid-19 membawa efek negatif terhadap perekonomian daerah secara
tidak langsung. Dengan demikian H4 dapat diterima.

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan memoderasi hubungan
antara belanja daerah dengan perekonomian daerah. Koefisien b, pada Persamaan 3
bernilai -0,1121 dengan tingkat signifikansi di bawah 1%. Ini berarti bahwa pada awalnya
peningkatan akuntabilitas membutuhkan “biaya”. Selanjutnya, efek moderasi yang dilihat
pada koefisien b3 bernilai 0,0131 dengan tingkat signifikansi di bawah 1%. Belanja daerah
pada kabupaten/kota yang memiliki akuntabilitas keuangan tinggi akan memberi pengaruh
yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Dengan demikian H7 dapat diterima.
Efektivitas dan efisiensi dari belanja daerah akan meningkat sejalan dengan peningkatan
akuntabilitas keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan dari Dharma (2022). Peningkatan
akuntabilitas keuangan merupakan kunci untuk efektivitas dan efisiensi program dan
kegiatan dari pemerintah daerah.

Gambar 3 menunjukkan kemandirian daerah di berbagai wilayah di Indonesia.
Kemandirian daerah ditunjukkan dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah dan total
pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah ini, berarti semakin tinggi
pula kapasitas daerah untuk mengumpulkan pendapatan. Berdasarkan Gambar 3, terlihat
bahwa rasio kemandirian dari kabupaten/kota di Papua dan Maluku sangat kecil, hampir
seluruhnya bernilai di bawah 10%. Wilayah ini masih tertinggal dibandingkan dengan
wilayah lain di Indonesia.
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Gambar 3. Kemandirian Daerah 2013 dan 2021

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, pendapatan (asli) daerah merupakan faktor
penting penentu perekonomian daerah. Bila daerah yang tertinggal hendak mengejar
ketertinggalannya, maka salah satu opsi terbaik adalah dengan meningkatkan kapasitas
dalam mengelola pendapatan asli daerah. Keberhasilan pengelolaan pendapatan asli
daerah akan menyediakan dana yang lebih tinggi untuk belanja daerah. Efektivitas dan
efisiensi belanja daerah dipengaruhi oleh akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian ini
memberikan dua implikasi penting untuk peningkatan perekonomian daerah. Pertama,
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pengelolaan pendapatan asli daerah yang lebih baik. Pengelolaan yang optimal akan
meningkatkan pendapatan asli daerah yang selanjutnya akan meningkatkan belanja daerah
dan perekonomian daerah. Dengan pengelolaan yang baik, efek negatif dari pendapatan
asli daerah terhadap perekonomian dapat dihindari. Kedua, perlunya peningkatan
akuntabilitas keuangan di daerah. Akuntabilitas keuangan akan menjamin terlaksananya
program dan kegiatan secara efektif dan efisien untuk pembangunan perekonomian daerah.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan daerah, kekayaan daerah, dan sumber
daya manusia menunjang perekonomian daerah. Peningkatan pendapatan daerah, kekayaan
daerah, dan sumber daya manusia akan membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di
daerah secara langsung maupun tidak langsung. Belanja daerah terbukti memediasi
pengaruh dari pendapatan daerah, kekayaan daerah, dan sumber daya manusia. Temuan
lainnya membuktikan bahwa akuntabilitas keuangan membawa dampak positif bagi
perekonomian daerah. Akuntabilitas keuangan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi
dari belanja daerah untuk mendorong perekonomian daerah.

Pandemi Covid-19 juga terbukti memperlambat perekonomian daerah secara tidak
langsung melalui penurunan belanja daerah dan penurunan faktor lain. Penelitian lebih
lanjut diperlukan untuk menemukan faktor lain yang memediasi hubungan antara pandemi
Covid-19 dengan perekonomian daerah. Hasil penelitian ini mengimplikasikanbahwa
untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, perekonomian nasional harus
ditingkatkan sejalan dengan peningkatan perekonomian daerah. Peningkatan perekonomian
daerah dapat dilaksanakan melalui dua aspek, peningkatan kompetensi pengelolaan
pendapatan asli daerah dan akuntabilitas keuangan, agar program dan kegiatan pemerintah
daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendorong perekonomian
daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi agenda untuk
penelitian selanjutnya. Pendapatan daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Pendapatan Asli Daerah, belum memasukkan klasifikasi pendapatan lain, seperti
pendapatan transfer dan pendapatan lain yang sah. Demikian juga dengan belanja daerah,
klasifikasi belanja daerah menjadi lebih detil belum dilakukan, misalkan dengan
membedakan antara belanja barang dan jasa dengan belanja modal. Penelitian selanjutnya
dapat mempertimbangkan variabel lain (misal: jumlah wisatawan, tingkat pengangguran)
yang memediasi hubungan Pandemi Covid-19 dengan perekonomian daerah.
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